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I. UMUM

Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah tertinggal masih
mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi,
dan kesehatan serta terisolasi dari wilayah sekitarnya. Hal itu
disebabkan karena Pemerintah dan Pemerintah Derah belum
memprioritaskan pembangunan di wilayah tertinggal secara maksimal,
karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD)
secara langsung. Di samping itu, dukungan sektor terkait untuk
pengembangan wilayah-wilayah tersebut belum optimal. Oleh karena
itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 beserta
lampirannya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Undang-Undang tersebut, mengamanatkan prioritas dan keberpihakan
Pemerintah untuk pembangunan daerah tertinggal.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tidak mengatur secara tegas
ketentuan mengenai pembangunan daerah tertinggal, oleh karena itu
berbagai ketentuan dalam Undang-Undang tersebut belum dapat
dilaksanakan disebabkan munculnya berbagai kendala. Guna
mengatasi hal tersebut serta untuk menjalankan undang-undang
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sebagaimana mestinya perlu ditetapkan suatu peraturan pemerintah
yang mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal.
Meskipun pembentukan peraturan pemerintah tersebut tidak
didelegasikan secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007, namun dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan penjelasannya, sepanjang diperlukan untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan
demikian, Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum yang
diperlukan bagi Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur,
Bupati, serta pelaku usaha dalam penyelenggaraan percepatan
pembangunan daerah tertinggal.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk melaksanakan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan berbagai undang-undang
lain yang terkait mengenai pembangunan daerah tertinggal. Ruang
lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi: kriteria dan
penetapan daerah tertinggal, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pemantauan dan evaluasi, pendanaan, serta peran serta masyarakat
dan pelaku usaha dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
adalah sebagai berikut:

a. Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan, pelaksanaan percepatan pembangunan
daerah tertinggal ditugaskan kepada Menteri , menteri/pimpinan
lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati dengan tetap memerhatikan
tugas dan fungsi masing-masing tingkat pemerintahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

b. Penetapan kriteria ketertinggalan yang diperlukan sebagai acuan
untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah tertinggal.

c. Perencanaan pembangunan daerah tertinggal ditetapkan secara
berjenjang oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan
memerhatikan proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

d. Pendanaan pembangunan daerah tertinggal tidak semata-mata
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melainkan juga berasal
dari dana investasi masyarakat dan pelaku usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
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Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar” antara lain
kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana dasar”
antara lain jalan, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daerah tertentu” adalah daerah yang
memiliki karakteristik tertentu seperti daerah rawan pangan,
rawan bencana, perbatasan, terdepan, terluar, dan pasca
konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.
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Pasal 9

Rencana aksi diperlukan untuk menentukan program dan
kegiatan pembangunan daerah tertinggal secara lebih rinci,
pelaku kegiatan, prakiraan biaya, lokasi, dan target penyelesaian.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. Pembangunan ekonomi di daerah tertinggal difokuskan
pada upaya untuk meningkatkan pendapatan total dan
pendapatan per kapita masyarakat;
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b. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada
dasarnya merupakan pembangunan manusia sebagai
subyek (human capital) dan obyek (human resources)
pembangunan, yang mencakup seluruh siklus hidup
manusia sejak lahir sampai dengan akhir hidupnya,
terutama pada aspek keagamaan, pendidikan, dan
kesehatan;

c. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup
daerah tertinggal difokuskan pada optimalisasi
eksplorasi dan eksploitasi potensi sumber daya alam
dengan memerhatikan lingkungan hidup secara
berkesinambungan, termasuk dalam penanganan daerah
rawan bencana;

d. Pembangunan sarana dan prasarana di daerah tertinggal
difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan
pelayanan dasar masyarakat terutama pada
aksesibilitas masyarakat pada aspek infrastruktur
kesehatan, pendidikan, energi, air bersih,
telekomunikasi, transportasi, dan infrastruktur ekonomi;

e. Pembangunan kelembagaan difokuskan pada
pengembangan lembaga pemerintahan daerah, lembaga
masyarakat, dan pengembangan regulasi yang pro
daerah tertinggal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

www.peraturan.go.id



No.5598 6

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Masyarakat dan pelaku usaha perlu dilibatkan dalam
percepatan pembangunan daerah tertinggal sehingga dana
yang dibutuhkan tidak semata-mata diharapkan dari alokasi
pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
tetapi juga berasal dari pembiayaan oleh swasta atau
swadaya masyarakat.

Ayat (2)

Contoh program kemitraan antara lain adalah Program
Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari Badan Usaha Milik
Pemerintah dan Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL) dari Badan Usaha Milik Swasta, serta
program kemitraan dan bantuan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” bagi pelaku
usaha adalah antara lain pemberian kemudahan dalam
perizinan, permodalan, serta kerja sama kemitraan.
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Pemberian insentif diatur dalam peraturan pelaksanaan
Undang-Undang tentang Penanaman Modal, sehingga
pemberian insentif bagi pelaku usaha yang berinvestasi di
daerah tertinggal mengacu pada peraturan perundang-
undangan tersebut.

Pasal 36

Cukup jelas.
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